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TENTANG

SERCECRNN TR : ) S
MENGUBAH UNTUK KEENAM KAL!I PERATURAN
... PEMBERIAN AIR DAR] SALURAN-SALURAN
AIR MINUM KABUPATEN SEMARANG
 DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II. SEMARANG,
Meyimbang : L -
2. bahwa tarip retribusi air minum berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Semarang Nomor 9 Tahun 1977,
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa
iy ' o S

b, bahwa dalam rangka meningkatkan income Perusahaan Daerab
Air Minum Kabupaten Daersh Tiagkss IT Semarang serta guna
untuk menanggulangi kenaikan:kenaikan harga® maiexial dan
pengeluaran routine, maka dipandang perin untuk meninjau
kembali tarip retribusi air minum tersebut;

¢ bahwa penyesuaian tasip terschbut diatas, pelaksannannva perlu
. ditakykan secara bertahap szhingga tidak memberatkan para
‘Jangganan pada umumnya ;



d.

" pasal berikut, dianggap layak dan mamh dalam batas kemam

Mengingat :
1.

o 'I e.nugxalh

Dengan persstujuan Dewan Perwakitan Rakyat Dacxah Kabupaton
Daerah Tingkat I Semarang. ' '

Menetapkan -

PERATURAN, DAEPAH KABUPATF\I DAERAR "TING- -
KAT Il SEMARANG TENTANG MENGURAH UNTUK KE-
ENAM KALI PERATURAN PEMBERIAN AIR DARL SA-
FURAN. :AL{H‘M\T AIR MINUM - I\EBUPA’IFN SEMA-
RANC. '

‘kan-volume air dan memperiuas jaringan pembagian air minum

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I, Tahun 1974

‘tentang Pemberian air dari saluran-saluran air minum- Kabupa-
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bahwa disamping adanya beaya perawatan dan pemeliharaan
yang bersifat routine, diperlukan usaha-usaha untuk menmgkai

sehingga dapat mengimbangi perkembangan penduduk dan per
kembangan pembangunan kuta-»kola dalam Kabupaten Daera}
Tingkat If bamarang. '

bahwa jumbah-jumlah tamp pemakalan air dan retzibpsi penyam
bungan baru sakuran air minum dari saluran-saluran air minum
Kabupaten Daerah Tingkat I Semarang tersebut dalam Pasal

puan para langganan pada umumnaya.

Undang-UIndang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokck

Nomor 38 : — Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) .

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukar
Daerah-Daerah 'Kabupaten dalam lmgku,ngan Pmpmex Jawa

Undang-Undang Nomor 12/Drt, Tahun 1057 tentanq Peranmm
Umum Retribust Daerah :

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13/Pd/1954
ten Semarang jo. Peraturan' Daerah ‘Kabupaten Daerah Ting
kat Il Semarang Nomor 9 Tahun 1977 tentang Mengubah u

wk Kelima kali Peraturan Pemberian air darl saluran-galuran
air minum Kabupaten Daerah Tingkat 11 Semarang.

MEMUTUS KAN:
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Pasal I

Perasuran Daerah Kabupatén Semarang tentang Pemberian air

dari saluran-saluran air minum Kabupaten Semarang tanggal 1
Juli 1954 Nomor 13/Pd/1954 diuvndangkan dalam Lembaran Dae-

. -rah Jawa Tengah tanggal 25 September 1954 (tambahan Seri C

Nomor 35) diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dae-
tah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Semara:n% ‘tanggal 3 Nopember

1977 Nomor 9 Tahun 1977, diundangkan da

am Lembaran Diaerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 21 Pebruari 1978
Seri B Nomor 2 Tahun 1978 diubah lagi sebagal berikut :

A. Dalam Pasal 5 ayat (3) diubah menjadi :
Untuk permintaan sambungan baru dari saluran-saluran persil
pada saluran Dinas, pemilik yang menghendaki pemasangan
sambungan, dikenakan retribusi penyambungan yang besarnya
ditetapkan menurut luas bangunan sebagai berikut :

a.
b
c,

d.

Rumah tangga/Sosial per M2 sebesar ... Rp. 500~
(limaratus rupiah) 3 o

Perusabaan kecil per M2 sebesdr «.ivieveroneees - Rp, 1.000,—
(seribu rupiah) ;

Perusahaan menengah per M2 sebesat +.....re Rp. 1.500,—
{seribu limaratus rupiah) ;
Perusahaan besar per M2 sebesar «..iveees Rp. 2.000,—

(duaribu rupiah) ; . r

B, Dalam Pasal 5 ditambah dengan ayat (4) dan-ayat (5) yang
berbunyi :

(4). Untuk permintaan balik nama langganan dikenakan beaya

sebesar Rp. 2.500,~ (duaribu limaratus rupiah) :

(5). Syaratwyarat admin‘istrasi untuk mengadakan balik nama

seperti dimaksud dalam ayat'(4) Pasal § Peraturan Dae-
rah ini ditestukan oleh Direktur Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

C. Dalam Pasal 15 diubah menjadi: =~
(1). Tarip A {untuk keperluan rumah tangga) :

Pemakaian 10 M3 yang pertama sebanyak?nya 4 Rp. 35,—
Pemakaian 10 M3 yang kedua  sebanyak®nya a Rp. 45,—
Pemakaian 10 M3 yang ketiga  sebanyak?nya a Rp. 60,—
Pemakaian 10 M3 yg. keempat sebanyak®nya & Rp. 75,—




A2,
'L Perusahazn kecil

_ {3},"'ITarlp C. {untuk Asrama}
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denga.n ketentuan bahwa pembayaran untuk tiap bulannya
minimal Rp. 500,— { limaratus rupizh), belum terhiturg
uang sewa meteran air dan beaya administrasi.

Tarip B (untuk Perusahaanaperusahaan)

Pemakaian 20 M3 yg. pertama sebanyak?nya 4 Rp. 50, —
Pemakaian 20 M3 yg. kedua  sebanyak®nya a Rp. 60.—
Pemakaian 20 M3 yg. ketiga  sebanyak®nva & Rp. 70,

Pemakaian 20 M3 yg. keempat sebanyak?nya 4 Rp [00.—

dengan ketentuan bahwa pembayaran untuk tap bulannya
minimal Rp. 1.000,— ({seribu rupiah}, belum terhitung
vang sewa meter atr dan beaya administrasi; @ - -

.yang dianggap perusahaan kecil dalam ayat ini ialah wa~
rung-warung, toko-toko kecit dan sebagainya menurut per- 3

tdmbangan Bupati Kepala Daerah ngﬂcat 1l Semarang,

"Il Perusahaan Menengah/sadang

Rata-rata & Rp, 80,~ per M3 dengan Jketentuan bah-
wa pzmbayaran untuk tiap bulanmya minimal Rp.
1,500 ~ (Seribu. limaratus rupiah), belum terhitung
uang sewa meter air dan beaya administrasi. |

111, Khusus untuk Industri” besar. .
Rata-rata & Rp. 150.— per M3 dengan ketentuan bizh-
wa pembayaran tiap bulannya minimal Rp. 3 300,
' (tkqanbu ‘rupiah}. belum terhitung uang sewa ‘meter -
air dan beaya admlmstrasat

Pemakaian 30 M3 yg, pertama sebanyakinya 4 Rp. 35.—
Pemakaian 30 M3 yg. kedva  sebanyak®uya 2 Rp. 45.—:
Pemakaian 30 M3 yg. ketiga  sebanyak?nya 4 Rp. 60.—

- Pemakaian 30 M3 yg. keempat sebanyak®nya 4 Rp 75—

dengan ketentuan bahwa pembayaran untuk tiap bulannya -
minimal Rp. 4.500,— (empatmlbu limaratus rupJah) belum
tethitung uang sewa meter air.

~ yang- dimakstd dengan Asrama-asrama dalath ayat ini ia-
. lah asrama-asrama Polisi, Tentara, Pelajar, Buruh dag se-
_bagamya menurut pemmbangan Bupati Kepala Daerah.
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(4). Tarip D. (untuk Yayasan-yayasan Sosial) :
Ditepatkan pembayarannya dengan tarip khusus untuk :
Golongan Sosial : a Rp. 10,— per M3
Golongan Semi So i3 -;s Rp, 25,~ per M3 :
dengan ketentuan bahwa pembayaran - untuk tiap bulan-
nya minimal sebesar Rp, 250, (duvaratus Hmspuluh ru-
piah), belum terhitung uang sewa meter air dan beaya
admlmstram

D. Dalam Pasal 20 ayat (2) diubah m:njadi:
~+ Dalam hal yang dimaksud dalam sub B ayat (1) Pasal ini, pe-
ngaliran air pada bangunan yang belaangkutan tidak akan di-
buka kembali sebelum dibayar lumas jumlah-jumlah rekening
yang terhutang, ditambah beaya pembukaan kembali saluran
sebesar Ry 2.500,~~ (duaribu limaratus rpiah).

E. Dalam Pasal 21 ayat (3) dizbah menjadi:
{3). Untuk pemakaian meteran air tiap-tiap bulan di puagat 8e.
wa sebagai berikut :
sebanyak nya Rp. 150,— bagi meteran air ukuran: 44 inc.
sebanyak nya Rp. 200,— bagl meteran air ukuran: 34 inc.
sebanyak®nya Rp, 250,— bagi meteran air ukuran 1 inec
atau lebih.

F. Dalam Pasal 23 ditambah ayai (4) yang berbunyi sbb. : _
"Terhadap kelambatan pembayaran beaya:pemakaian air dan

seawa meter air, langganan dikenakan denda untuk tiap-tiap kwi-
tansi sebesar 10% {sepuluh perseratus) fiap-tiap bulan.

Pasal 11,

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal divndangkan.

Ungaran, 11 Desember 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYA! DABRAR

YASUPATEN DAERAM TINGKAT IT SEMARANG
4 , o
( '// v ]
\\ ! B\ HARLJOSEEYRTO )
4(4 7 j‘“
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Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh

GUBERNUR KEPALA. DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH
Ony : St Kep. tg!, 19 Feb 1981 No 18637327190

Sekretaris WilfDa,

Bf Kepala Biro Hukum

Gop. ttd,
( MAW AWT SH
' NIP ; 50D 026,890

" ‘Diundangkan pada tgl, 19 Marct 1981

Dimuar dala ‘Lembaran Daerah Kabupate

* Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap. tid,
{ Prs, Bambang Sriwidiyoko
MUP 10026744,

Daerah Tingkat Il Semarang Seri, B
Nomor 2 Tahun 1881




